
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATUMN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANE FENJABARAN ANGGARAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pe4etapan
tertiiri dari Dana Aiokasi iilhusus (Fisii< dan Non
Hasil - Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dan Ban
Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintsh Kota

2022, rrraka perlu dilatukan
Anggaran P€ndapatan dan Belanja Daerah Kota
Anggaral 2022 sebelum dicantumkan dalam pem
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
2022:

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam N
Tahun 2021 tentang Pedoman Penjrusunafr
da-n Belanja Daerah Tahun 2022, maka pe\ye
transfer sebagaimana dimaksud huruf a dapat di
terlebih dahulu menetapi<an Perubahan pera

tentang Pe4jabaran Anggafan Pendapatan dan
Telun Anggdrefl 2022 dlrii iub,erttehukiin kepad4
bahwa berdasarkan pertimbangan sebageirrrana
huruf a dan huruf b, mal<a perlu men€tapkal pera
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan W
Nomor 78 Talun 2021 tentang Penjabaran
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran

Aa< rP.V
7 / 2o2-L
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ATAN
2022

transfer yang
, Dana Eagi

Keuangan
Tqhun

ian terhadap
Tahun

Anggaran
Anggafan

Nomor 27
Pendapatan

alokasi dana
dengan

Walikota
a Daerah

DPRD;

dalam
Wslikota

Semarang
Pendapatan

2;
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Mengingat ; 1. uriddng-uiiatang Nonior 16 Tahirn
Daerah-daerah Kota Besar dalam
Timur, Djawa T€ngah, Dja$/a Barat
Jogjakarta;

1950 relitang
Lingkungan
dan dalam

PenibentUt<ai

Istimerva

6, Tambahan
)sebagaimana
Tahun 2007
Tahun 1995
Teiun 2007

onesia Nomor

Nepotisme
9 NOfior 75,

Djawa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tent€-ng (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahua 1995 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 861
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
tent€ng Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I
tentang Cukai (l€mbaran Negara Republik
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 28 Ta_hun 1999 tentang
Negara yalg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
(I€dibaran Negare Repubtik Indonesia Tdiiun 1

Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia N 3851);
4. Uiidaing-Uiitl.riig Ndiiioi 17 Tahuri 2OO3 tentaiiA Nig"fa

(L€mbarar Negara Republik Indonesia Ta_hun 20 Nomor 47,
42861iTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

5. Undang.lJpd4g Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang p{rbendaharaa_n

5, Tambahan

Negara (I€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Talun Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N 4355);

6, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 ten Pemeriksaan
(L€mbararl

6, Talnbahan

Pengelolaair dan Tanggungjawab Keuargan N
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran N Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Republik Indonesia Nomor 442li;

Negara

8. Undang-Undang Nomor 23 Ta_hun 2014 tentans Pemerintalarr
Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tah 2014 Nomor
244, Tambahan i,embaran Ntgara Repubiik i Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang Nomor 11 Tehufi 2020 teflteng Cipta

Undarg-
a (Letnbdfafl

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2
Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

9. Undang-Undang Nomor 1Taltun2O22 tentang H KeuaIrgan
antara Pemerintah Pusat dan pem€rinta}r Daeral baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tam
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 ten Perluasan
Kotamadya Daera_h Tingkat II Semarang (kmbaran N Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tarnbahan Lem
Republik Indonesia Nomor 3079),

Negara

I€mbaran

2l ,(



11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 ten Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupat€n-kabupaten Tingkat n

PenataanPubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Il Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten Pengelolaan
Keualgan Badal l^ayanan Umum (Lembaran N Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahal baran Negara
Republik in<ionesia l,iomor 4502) sebagairnana teiah iubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ten
Atd.s Peraturafl Pe meiintah Nomor 23 Taihun

Perubahan
2005 tenteing

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tam l,embaral
Neg€ra Republik Indonesia Nomor 5340);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tang Dana
Perimbangan (I€mbalan Negara Republik Tahun 2005

lik IndonesiaNomor 137, Tambahan l,embaral Negara Repu
Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara blik Indonesia
Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan I€mbaran N Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah bah dengal
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O ten Perubahan

tang SistemAtas Peraturan Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005
Infcrrmesi Keuangan Daerah (Lembafirri N€g€rrd Inddhesla

RepublikTahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran
Indonesia Nomor 515);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten PeLaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Negara Republik Indonesia Nomor 46141;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008
Nomor 91 Tambahal Lembaral Negara Repu
Nomor 4864):

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Paja-k Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik ia Tahun
20i0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tang Standar
Akituitansi Peqretintehan (l€mba|r€ur Negdia RepU

l,embaran

Indonesia

indonesia

Indonesid
RepublikTahun 2010 Nomor 123, Tambahan L€mbaran N

Indonesia Nomor 5165);

r/{



s272);
20. Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 tcn Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (l,emba.ran Negara blik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan L€mbaran N Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimala telalr bah dengal
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O ten
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

Pe.qbahal
2Ol4 tefia,:g

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tam
Nega-ra Republik Indofresla Nomor 6523)j

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten Pembinaan
( Lemba.ran

, Tambahan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tartg Staadar

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OI2 terr
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

Pclayanan Minimal (Lembaran Negara
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Nomor 61781;

Hibah Daerah
1? Nomor 5,

Indonesia

blik Indonesia

dsrr Pengawasan Penyelenggaraari Pemerintah Dae
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
Lembarar Negara Ropublik Indonesia Nomor 6041);

Republik ia Tahun
Negara

23. Peratura-n Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 ten
Daerah (I€mbalan Negara Republik Indonesia Tahun

Pinjamarr

248, Tambahan kmbaran Negara Republik
2018 Nomor
Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten Pengelolaal
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 63221:

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2OO3 tentarg
Penerimaen Sumbanga-n Pihak Ketiga kepada D (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri El;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Daerah (ota Semaralg
Taliun 2007 Nomdt 1 Serl E, TEimbalviil L€mb€rrait Daeriiti Kota
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah denban peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentalpg perubahan
Atas Peraturan Daeral Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Talun 2013 Nomor 5, Tambahan Lernbarah Daerah Kota
Semarang Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kota Semar:ang Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah darr Bangunan (BPH'IIB) (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaral
Daera} Kota Semarang Nomor 49);

tl (



28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tah 2Ol1 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semaranq Tah 2011 Nomor

Nomor 49)3, Tambahar Lembaran Daerah Kota
sebagaimaana telah diubah dengan Peratuan
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
(l,ernbaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 N
I€mbalan Daerah Kota Semararg Nomor 126);

29. Peraturan Daeral Kota Semarang Nomor 4 Tahur!
Pajak Restoran (i,embaran Daerah i{ota S

Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota
sebagalfirana telah ditrbdh defrgtiii peietuf€itr
Semarang Nomor 5 Tahun 2O1B tentang Perubahan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5,
Daerah Kota Semarang Nomor 127);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tah
Pqiak Hiburan (I€mbaran Daerah Kota
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan

Daerah Kota
Peraturan

Pajak Hotel
4, Tambahar

2011 tentang
Tahun 2011

Nomor 50)
Daefali Kota

Peraturan
(Lembaran
L€mbaran

2011 tentang
Tahun 2011

Nomor 52)
Daerah Kota

Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 baran Daerah
Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan baran Daerah
Kota Sciii€iiang Ndiiidi 128);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentalg
Pajak Reklsme (t €albara-n Daerah Kota Semaralid Td.tlwi 20 I 1

Nomor 6, Tambahar l,embarar Daerah Kota Semalar{ Nomor 53);

Pajak Penerangan Ja.lan (Lembaran Daerah Kota
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahal dtas peratul.an
Daerah Kota Semararg Nomor 7 Tahun 2Ol1 tang Pajak

Tahun
Nomor

33. Peraturan Daerah Kota Semaraig Nomor
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota
Nornor 8, Tambahal Lembaran Daerah Kota

34. Peratuiatr Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun
Minerai Bukan Logam dan Batual (Lembaran

8 Tahun 2011 tentang
Tahun 2011
Nomor 55);

2oll tentang
Daerah Kota

Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambalan Lembarah Daerah Kota
S€mararng Nomof 56);

35. Peratiiran Ddirah Kota Senidrang Nomor tO Tahiin 2011 tenta'rrg
Pajak Farkir (Lembaran Daera-h Kota Semaralg Tahulr 2011 Nomor
10, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Semarang Norqbr 57);

,lv



Semarang Nomor 58);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahu4 2011 tentarg

Pajak Burni dan Balgunan Perkotaa_n (kmbararl] Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lerdbaran Daerah
Kota Semarang Nomor 60);

38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentarg
Retribusi Jasa Umum di Kota Semararg (L,embarair Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembard.n Daerah Kota
Semaralg Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahunl 2AIZ t'fJrrtaJ:rg

Perubahal Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sem{ralg Noflor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi .Jasa Umum di l{ota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semaralg Tahun 2017 Nomol 1; Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomo! 115);

39. Pcratqran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2Ol2 t€ntang
Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembarail Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Irmbar€in Daerah Kota
Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan.dtas peraturan
Daerah Kota Semaratg Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang (l€mbararl Daerah Kota S Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Semaralg
Nornor 129);

40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Talun 2012 tentang
Retdbusi Petidifiafi Tertefltu di Kota Semdraflg (l,ejnibardn Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor .*, Tambahan Ifqlbaran Daerah
Kota Semaiang Nomor 71) Eebagaimana telah dlubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semararlg Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Peiuballalr Atas Peraturan Daerah Kota Semaralg Npmor 4 Tahun
2Ol2 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kpta Semarang
(kmba-ran Daerah Kota Semarang Tahun 20lzl1 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor t0);

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunal Pera.ngkat Daerah Kbta Semarang
(Lembaral Daerah Kota Semarang Tahun 201$ Nomor 14,
Tambahan l€mbaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
sebagelriizfia telah dtubah dengah PerEitw€rn Daetbh Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 202J. tentang Perubahan rN.tas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun ?016 tentang
Pembentukan dal Susunai Perangkat Daerah Kbta Semarang
(Lembaian Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomol 3, Tanbahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14O);

tl(



42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Tafuin 202l-2026 (t€mbarar Daerah Kota
Nomor 6);

2021 tentang
Daerah Semarang

43, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 2021 tenta-ng
Pertanggungjawaban Pelaksanaaa Anggaraar pata-n dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 7);

0 (Irmbaran

44, Peraturan Daerah Kota Sematang Nomor 13 Tah 2021 rentang
TahunAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

S Tahun 2021

Ta-hun 2021Arrggalan 2022 (l*'lfbaral) Daerah Kota
Nomor 13):

45. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 77 Tah 2020
Pedoman Telcris Pengelolaaa Keualgaa Daerah ita
Republik Inalonesia Tahijn 2020 Ndririof 1781);

46. Peratural Meqteri Dalam Negeri Nomor 27
Pealoitiin PeflJnisunail Aiiggafai: pend€ipat€ii1
'lahrxr 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tah 2021
926].i

47. Peraturan Walikota Semarang Nomor
Cara Penganggaran, Pelaksanaan d€n

al€ii1

2427
eliinja

tentang
Negara

tentang
Deefiilr
I{omor

Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota S
2021 Nonor 72ll

48. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun
Per{abaran Anggaran Pendapatan dan Belaqja
Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah

72 Teht;n 2O2 tentang Tata
Belanja Yalg

Tal'un

2O2I te'ftarrg
Daerah Kota

11 Tahun
Semararrg

Pendapatan
2022 (Bciita

tehtdng Tata
(Berita

Semarang
Tahun 2021 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengaa Peraturan Walikota Semarang N
2022 te']talj,g Perubalmr Kedua Atas Peratura.n W
Nomor 78 Tehur 2A27 tentang Penjabaran
daii Belenja Dacieh Kota s€mareng Tfiiin
Daerah Kota Semarang Tahun 2022 l,tomor 11);

49. Peraturdn Widikota Semaralrlg N6mor 87 Talrun 202
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belaija
Daerah Kota Semaiang Ta-hun 2O21 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkaa : PEIRATURAN WALILOTA TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 78
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

IIIITIGA ATAS
pAHriN 2021

IAN 
BEI,,ANJA

f/ v



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 78
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapa
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022
Semarang Tahun 2021 Nomor 78) yang telah
dengan Peraturan Walikota:
a. Nomor 6 Tahun 2022 ter,fa'j'g Perubahan Atas Walikota

Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penj
un Anggaran

6l;
b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tas Peraturan

Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2O2l ten Penjabararr
Aiiggaian Pcildairatan deji Belaiija Daefah K6ta I anun

dan Beianja
Daerah Kota
kali diubah

2022 Nomor

Pendapatan darl Belanja Daerah Kota Semarang
2022 (B'eita Daera}j. Kota Semarang Tahun 2022 N

Anggarar 2A22 (Benta Daersh Kota Semarffrg Tah
11):

2. Lampiran II pada kode rekening program, kegiatan
pada:
a, Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan:

diubal sebagai berii<ut:

1. Larnpiran I diubah, dengan Rekapitulasi peru sebagaimana
tercartum dalam l,ampirarl I Peraturan Walikota ini;

dair sub kegiatan

Bffi $"t#t"f;fi""f:'* KRMr' wonssonesort;

Dinas Penataan Ruarrg;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:
Satuan Polisi Pamong Praja;
Dinas Pemadam Kebalaran:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Sosial;
Dinas Tenaga Kerja;
Dinas Pemberdayaan Perempualr dan Perlindungafr Anak;
Dinas Keta]laran Pangar;
Dinas Llilgliuigirii Hidup;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beredcana;
Dinas Perhubungaa;
Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Pershldian:
Dinas Koperasi darl Usaha Mikro;
Dinas Penaneman Modal dan Pelayarra,n Terpadu $atu Pintu;
Dinas Kepemudaan darr Olahraga;

v. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
x. Dinas Perikanan;
y. Dinas Pertalian;
z, Dinas Perdagangan;
aa. Dinas Perindustrian:
bb. Sckfctd-fiat Daefdi:

Inspektorat;
Badan Perencanaan Pembalgunan Daerah;
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Fendapatan Daerah;
Badan Kepegawaian, Pendidikal dan Pelatihan;
Sckrctariat DPRD;

dd.
ee.
ff.

hh.

7l{



ii. Keca$atan Semarang Selatan;jj. Kecamatan Sematang Utara;
kk. Kecamatan Semaraag Barat;
ll. Iiecamatan Semarang Timur;
mm. Kecamatar Semarang Tengah;
nn. K€eamatan Gunungpati;
oo. Kecamatan Tugu;
pp. Kecamatan Miien;
qq. Kecarnatan Genuk;
rr. Kecamatan Gajahmungkur;
ss. KecamatanTembalang;
tt. KecamatanCandisari:
uu. Kecamatan Ban5rumanik;
i.v. Keeaiiiatail Ngellyan;
ww. Kecarnatan Gayamsari;
ro<. Kecamatan Pedurungan;
Jry. Badan Kesatual Bangsa dan Politik;
diubah, dengar perubahan sebagaimana tercantuln
II Peraturan Walikota ini:

l,ampiran

3. Lampira! III diubah, dengan Rekapitulasi peru sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Watikota ini;

4. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud
angj<a 2 dan angka 3 diformulasikan lebih lanjut
Dokumen Pelaksalaal Anggaran pera.ngkat
bersangkutan.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Walikota irri dengan penempatannya dalam
Kota Semarang.

angka 1,
Perubahan

yaflg

Berita Daerah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 | ^o{et ec22

?t

Di undangkar di Semarang
pada targgal 7 f4ote+ 2022

SEKRETARIS.DAERAH KOTA SEMARANO

ISWARAMINUDDIN

BERITA DAERAI{ KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 16
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